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Kepailitan merupakan suatu peristiwa yang wajar dalam suatu perekonomian baik di Indonesia maupun di
luar negeri, namun seharusnyatidak terjadi. Sumber kepailitan dapat berasal dari dalam perusahaan itu
sendiri maupun dari luar. Sumber kepailitan merupakan masalah yang harus ditanggulangi. Namun
permasal ahan kompleks muncul di saat Pendekatan Keuangan dan Pendekatan Hukum, khususnya hukum di
Indonesia, memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai Kepailitan sehingga tidak menimbulkan konflik.
Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa Pendekatan Hukum, khususnya hukum di It1donesia, sudah
berjalan paralel dengan Pendekatan K euangan.

Karya akhir ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai apakah Pendekatan K euangan dan Pendekatan
Hukum sudah berjalan paralel dalam menyimpulkan suatu kepailitan atau berjalan berlawanan.
Permasalahan ini semakin menarik di saat PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit oleh
Pengadilan Niaga. PT Asurans Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit karena PT Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia tidak membayar dividen sebesar Rp. 32.789.856.000,- kepada PT Dharmala Sakti
Sejahtera Thk. (dalam pailit). Banyak pihak dari dalam dan luar negeri saling berargumentasi pro dan kontra
terhadap putusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut. Tingkat perkembangan Pendekatan
Hukum dan Pendekatan Keuangan di dunia bisnis kadang berjalan tidak selaras. Adayang berpendapat
bahwa perkembangan Pendekatan Hukum harus menyesuaikan diri dengan Pendekatan Keuangan. Namun
ada yang berpendapat bahwa Pendekatan K euangan-lah yang harus menyesuaikan diri dengan Pendekatan
Hukum. Proses penyelarasan Pendekatan Hukum dan Pendekatan K euangan memang membutuhkan waktu.
Dalam kesempatan ini PT Asurans Jiwa Manulife Indonesia akan dikgji berdasarkan Pendekatan K euangan
dan Pendekatan Hukum. Dengan Pendekatan K euangan, laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia per 31 Desember 1999 dan 1998 (karena laporan keuangan ini yang dijadikan dasar kepailitan PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) akan dianalisis berdasarkan Stock-based Insolvency, Flow-based
Insolvency, Solvency Margin, dan Model Z guna mencari tahu apakah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
memang dikategorikan perusahaan yang solvent atau insolvent saat dipailitkan. Karya akhir ini menganalisis
kinerja PT Asurans Jwa Manulife Indonesia secara tersendiri dan membandingkan kinerja keuangan PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dengan perusahaan-perusahan asurans jiwalainnya, yakni PT Asuransi
JwaBumi Putera 1912, PT Asurans Jiwa Principal Indonesia, PT Asuransi Niaga Cigna Life, dan PT
Metlife Sejahtera. Perbandingan ini dilaksanakan guna mengetahui kondisi keuangan PT Asurans Jiwa
Manulife Indonesia seobyektif mungkin. Kecuali PT Asurans Jiwa Bumi Putera 1912, perusahaan-
perusahaan asurans jiwa lainnya tersebut adalah perusahaan yang memiliki induk perusahaan di luar negeri;
sama halnya dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dengan adanya perbandingan perusahaan-
perusahaan yang sgjenis, baik dari bidang usaha dan kepemilikan, makakinerja PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia dapat dilihat secara lebih obyektif.

Karya akhir ini mengacu putusan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diputus oleh Pengadilan
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Niaga sebagai kgjian Pendekatan Hukum. Berdasarkan Pendekatan Hukum, PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri kemudian putusan pailit Pengadilan Niaga tersebut
dikoreksi kembali oleh putusan kasasi Mahkamah Agung dengan alasan yang bersifat administratif, yakni
kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) belum memperoleh ijin dari Hakim Pengawas dan
Panitia Kreditor. Apabila kuratof PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk. (dalam pailit) telah memperoleh ijin
dari Hakim Pengawas dan Panitia Kreditor maka Mahkamah Agung dapat memperkuat putusan Pengadilan
Niaga.

Pendekatan Hukum yang dilakukan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tersebut tidak
mempertimbangkan Pendekatan K euangan atau tidak ada pendekatan kwantitatif-nya. Pendekatan Hukum
tidak memiliki filter untuk memilah-milah apakah pengajuan pailit suatu perusahaan memang layak diproses
oleh Pengadilan Niaga berdasarkait Hukum Pailit atau diproses oleh Pengadilan Negeri berdasarkan hukum
perdata pada umumnya. Karya akhir ini bertujuan memberikan sumbangan praktis dan teoritis bagi
perkembangan bidang keuangan dan bidang hukum.



